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ABSTRAK 

Perilaku kekerasan aparat kepolisian saat demonstrasi merupakan isu yang sering mendapat 

perhatian dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang HAM  mengatur landasan hukum yang mendukung perlindungan hak-hak dasar setiap 

individu, termasuk  hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan berorganisasi, serta hak 

untuk dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan  kejam. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis 

faktor yang membuat aparat polisi melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang 

melakukan protes, dan untuk memperjelas pantauan hukum dan hak asasi manusia mengenai 

masalah ini. Jurnal ini memakai metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 

pendekatan  berdasarkan peraturan hukum (statutory Approach). Bahan hukum yang digunakan 

adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menggunakan metode pengumpulan kepustakaan, 

sehingga mengumpulkan data dari literatur kemudian ditelusuri, dibaca dan dipahami. Hasil dari 

penelitian ini ditemukan latar belakang aparat kepolisian melakukan kekerasan kepada mahasiswa, 

antara lain karena provokasi, aparat yang tidak profesional dan kondisi lingkungan pada saat 

terjadinya demonstrasi. Petugas polisi yang kedapatan melakukan tindakan kekerasan harus 

dilaporkan untuk ditindak sesuai  hukum yang berlaku.  

Keywords: Aparat Kepolisian , Demonstrasi, HAM, Kekerasan. 

 

PENDAHULUAN 

Setelah terjadinya reformasi, Indonesia berusaha keras menjunjung tinggi norma dan 

asas demokrasi. Pemerintahan demokratis salah satu ciri utamanya adalah kebebasan 

mengeluarkan pendapat, pikiran, pandangan, dan kritik tanpa takut akan adanya pembalasan 

berupa kekerasan atau penindasan. Salah satu contohnya adalah demonstrasi.  Demonstrasi 

dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertib ataupun secara ricuh dan anarkis. Saat 

terjadinya aksi demonstrasi tidak sedikit terjadi kekerasan, pemaksaan, pemukulan, 

perkelahian, bahkan berujung pada perusakan fasilitas umum yang dikerjakan oleh 

pengunjuk massa ataupun aparat kepolisian.  

Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 25 ayat 1 menyatakan 

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk 

mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan pasal 33 ayat 1 

menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau 

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiannya”.  

Hampir di semua aksi demonstrasi pasti dilakukan oleh para mahasiswa. Karena 

sebutan agent of change yang disandangkan pada mahasiswa memang menjadi beban 

tanggung jawab mahasiswa untuk membela kepentingan rakyat dan mewakili suara rakyat 

yang tertindas.  Hal ini dilakukan karena mahasiswa merasa khawatir akan melencengnya 

kebijakan penguasa dan pemerintah yang dibuat untuk kepentingan mereka saja dan 

menzalimi rakyat. Namun kebanyakan dari aksi demonstrasi berakhir dengan kerusuhan. 

Bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian adalah hal yang sering terjadi.  Beberapa 

tindakan aparat kepolisian dianggap tidak sejalan dengan mahasiswa karena tindakan-
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tindakannya terus dipantau ataupun dihalang-halangi.  Akhirnya kekerasan pun sering 

terjadi dan dianggap hal yang biasa ketika terjadi demonstrasi. Istilah kekerasan itu 

digunakan untuk menggambarkan perilaku, bisa perilaku menyerang ataupun bertahan.  

Demonstrasi yang tidak ditangani dengan baik bisa mengakibatkan kekacauan dan kerugian, 

baik kerugian harta benda atau bahkan sampai memakan korban jiwa.  Selain itu, apabila 

terjadi kerusuhan massa biasanya aktivitas transportasi juga akan menjadi terhambat.  

Oleh karena itu, Polri telah menerbitkan regulasi mengenai pengendalian demonstrasi 

yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 yang memberikan arahan kepada polisi 

untuk menjaga ketertiban dan melindungi HAM para pengunjuk rasa. Dan Peraturan Kapolri 

Nomor 9 Tahun 2008 yang berisi mengenai tata laksana pelayanan perlindungan dan 

pengelolaan isu penyampaian pendapat publik. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang diterapkan adalah  penelitian hukum normatif (doktrinal). 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah aktivitas untuk 

mengidentifikasi prinsip-prinsip atau doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu-

isu hukum yang muncul. 

Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan. Yaitu 

dengan menganalisis undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

isu yang sedang diatasi.  Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan legislasi adalah cara 

yang menggunakan peraturan hukum terkait dengan masalah yang sedang dibahas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Demonstrasi yang 

Berujung Pada Kekerasan dan Anakis 

Satu diantara tanda dari negara demokrasi adalah kebebasan dalam menyampaian 

pendapat di hadapan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak setiap warga Negara 

untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan 

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.    

Sayangnya dalam pelaksanaan penyampaikan pendapat yang dilakukan dengan cara 

demonstrasi sering kali terjadi kekerasan yang berujung pada kerusuhan dan anarkis.  Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya demonstrasi yang berujung pada kekerasan, 

rusuh dan anarkis, yaitu faktor internal dari mahasiswa yang melakukan demonstrasi, 

adanya provokasi, aparatur kepolisian yang tidak profesional dan kondisi lingkungan pada 

saat itu.  

Pertama, faktor internal dari demonstran yaitu dalam hal ini adalah mahasiswa. Aksi 

demonstrasi yang awalnya dilakukan dengan tenang dan menaati semua ketentuan, dapat 

berujung rusuh karena kekecewaan dari para mahasiswa. Rasa kecewa disebabkan oleh 

tidak didengarkan suara-suara mereka, tidak ditemuinya oleh pejabat yang bertanggung 

jawab terhadap tuntutan massa yang biasanya karena adanya penolakan dari pejabat yang 

berwenang.  Dan kadang-kadang komunikasi dua arah tidak terjadi, sehingga pesan dan 

permintaan yang disampaikan mahasiswa tidak mendapatkan respons yang baik . 

Kekecewaan mahasiswa juga muncul akibat kebijakan baru dari penguasa atau pejabat 

pemerintah yang hanya menguntungkan mereka saja, tanpa memperhatikan kepentingan-

kepentingan rakyat.  

Meski pada permulaan mereka meyakini bahwa demonstrasi merupakan media untuk 
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memperjuangkan  kepentingan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lainnya, namun 

tindakan anarkis dalam bentuk pemaksaan kehendak  dan kekerasan mereka menganggap 

sebagai upaya terakhir ketika semuanya gagal.  

Faktor kedua adalah adanya provokasi.  Orang-orang yang melakukan provokasi atau 

biasa disebut provokator mempunyai peran yang signifikan dalam menghasilkan keadaan 

dimana aksi damai bertransformasi menjadi aksi rusuh dan anarkis. Penghasut umumnya 

tidak berasal dari unsur partisipan demonstrasi, tetapi ia sengaja masuk dan bergabung 

dalam aksi untuk membuat aksi demonstrasi menjadi rusuh dan anarkis.  Mereka bertugas 

menghasut mahasiswa dengan mendistribusikan cerita palsu dan rumor yang dapat 

menggugah emosi  massa yang berdemonstrasi.  Hal ini bertujuan untuk mewujudkan 

kepentingan politik dari kelompok tertentu yang memanfaatkan adanya aksi demonstrasi.  

Provokator akan berupaya menimbulkan rasa marah dan menggugah rasa konflik 

terhadap individu atau kelompok yang diprovokasi. Provokator ibarat pengobar semangat 

di tengah kerumunan yang tenang. Lebih jauh lagi, seandainya terdapat mahasiswa yang 

tertindas kekerasan oleh pihak polisi, sehingga provokator dalam waktu singkat dapat 

membakar emosi pendemonstrasi. Biasanya, kelompok-kelompok demonstrasi memiliki 

solidaritas yang kuat, sehingga ketika satu atau lebih anggotanya mengalami kekerasan, 

seluruh anggota lainnya mudah terpengaruh dan terpancing emosinya. 

Ketiga adalah aparat kepolisian yang tidak profesional. Profesional aparat kepolisian 

memang perlu dievaluasi, karena memang masih banyak polisi-polisi yang belum mampu 

bekerja secara profesional.  Suatu tindakan dapat dikategorikan berpengalaman seandainya 

tindakan tersebut berbasis pada keahlian khusus yang didapat melalui pendidikan formal 

dan dilakukan sesuai dengan etika profesi.   

Aksi demonstrasi yang berujung anarkis juga dapat disebabkan oleh tidak 

profesionalnya apoarat kepolisian, contohnya aparat kepolisian meremehkan potensi massa, 

sehingga langkah-langkah antisipasi yang diambil sangat sedikit.  Selain itu, ada juga polisi-

polisi fresh graduate yang dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi, dimana 

mereka belum mempunyai banyak pengalaman.  

Anggota polisi yang mempunyai emosi dan gampang terpancing marah akan 

memberikan tanggapan dengan melakukan kekerasan, seperti pemukulan dan penangkapan 

yang selanjutnya akan dilakukan pembalasan dari para aksi demonstrasi dengan kekerasan 

pula. Keadaan yang demikian menyebabkan semakin sulitnya pengendalian massa sehingga 

akan terus menimbulkan tindakan anarkis. Kemudian juga terkadang lemahnya aparat 

kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi. Kekurangan perlindungan terhadap 

pendemonstrasi mungkin disebabkan oleh kuantitas personel yang dikerahkan terlalu 

sedikit, sehingga mengakibatkan tindakan aparat kepolisian dalam penanganan menjadi 

berlebihan dan tidak profesional.  Kelemahan aparat kepolisian dalam mengangani aksi 

demonstrasi bisa juga karena tidak terjalinnya koordinasi atau pemberitahuan dari 

mahasiswa sebelum melaksanakan demonstrasi.   

Terakhir, kerusuhan dan anarkis ketika aksi demonstrasi juga dapat terjadi karena 

suasana pada saat itu. Biasanya demo dilakukan di siang hari dan ketika panas terik, 

kemudian dilakukan secara berdesak-desakan. Keadaan  sesak dan berjejal ini merupakan 

kondisi lingkungan yang tidak menyenangkan dan dapat menjadi penyebab meningkatnya 

perilaku agresif baik mahasiswa ataupun aparat kepolisian.  

 

 

 

B. Pandangan Hukum dan HAM Mengenai Kekerasan yang Dilakukan oleh Aparat 
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Kepolisian Kepada Mahasiswa Saat Aksi Demonstrasi 

Konstitusi memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mengemukakan 

pendapat sesuai dengan yang dirumuskan di dalam pasal 28E ayat 3 “setiap orang berhak 

atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Meskipun setiap 

individu memiliki kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi tetap 

harus berpatokan kepada Peraturan Perundangan Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.  Pengungkapan pendapat di 

hadapan publik sebaiknya diselenggarakan di tempat-tempat umum kecuali di area 

kepresidenan, rumah ibadah, instansi pertahanan, fasilitas kesehatan, dermaga, terminal dan 

objek vital nasional lainnya.   

Tindakan protes atau unjuk rasa yang berlangsung akhir-akhir ini sering berujung 

anarkis.  Anarkis yaitu orang-orang yang melakukan tindakan anarki, dan anarki dalam 

konteks demonstrasi adalah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kekerasan dan 

kekacauan fisik, misalnya perkelahian, pemukulan, perusakan sarana dan prasarana umum.  

Pelaksanaan pengamanan saat berlangsungnya penyampaian pendapat didepan 

umum sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2012. Pada butir a pasal 18 mengatakan bahwa 

maksud inti dari perlindungan saat pelaksanaan penyampaian pendapat di depan publik 

adalah menyediakan jaminan keselamatan kepada  partisipan, mempertahankan 

kemerdekaan penyampaian pendapat dari intervensi pihak luar serta  menjaga keamanan 

dan ketertiban umum.  

Aparat Kepolisian diberikan kewenangan dan tugas melalui peraturan hukum untuk 

menjaga keamanan dan ketertiban terlebih pada saat berlangsungnya aksi demo atau unjuk 

rasa.  Tetapi realitasnya sekarang ini banyak penyimpangan aparat kepolisian  yang terjadi 

pada saat unjuk rasa yang diadakan kalangan mahasiswa, salah satunya adalah kekerasan.  

Contoh kekerasan pada aksi demonstrasi mahasiswa menentang perubahan Undang-

Undang mengenai Pilkada di kantor DPR pada kamis, 24 Agustus 2024. Salah satu korban 

adalah Iqbal Ramadhan, ia oleh aparat dipukul, ditendang, ditampar, bahkan dilecehkan 

dengan disuruh membuka celana.  Hal ini adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum 

dan HAM, serta bertentangan dengan ayat 1 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 yang mengatur “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau 

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiannya”. 

Aksi demonstrasi yang sering terjadi belakangan ini kadang-kadang dilengkapi 

dengan perilaku yang tidak akuntabilitas, seperti tindakan agresif dan anarkis oleh 

mahasiswa. Hal ini seringkali memicu respon yang lebih keras dari aparat kepolisian 

terhadap para mahasiswa tersebut.  

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti pemukulan, 

penendangan, dan penganiayaan kepada mahasiswa merupakan perbuatan yang melanggar 

hak asasi manusia dan menjadi suatu pelanggaran pidana.  Peraturan ini tercantum dalam 

Pasal 170 ayat 1 KUHP yang secara jelas menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan terang-

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. 

 Anggota polisi yang terbukti melaksanakan tindak pidana kekerasan kepada 

mahasiswa yang melakukan demonstrasi harus melakukan pertanggungjawaban pidana.  

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang mengatur tentang seseorang itu 

bertanggung jawab atas tindakannya apabila terbukti melakukan tindak pidana.  

Pertanggungjawaban aparat kepolisian yang terbukti telah melanggar akan menghadapi 

proses disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.  
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Pada dasarnya, aparat kepolisian sebagai bagian dari pemerintah memikul kewajiban 

untuk melindungi hak asasi manusia saat menjalankan tugas pengamanan. Tetapi aparat 

kepolisian juga dibolehkan melakukan tindakan yang bertanggung jawab dalam hal 

mencegah, menghambat, meminimalisir, mengakhiri perilaku anarki dan kekerasan lainnya 

yang mengancam masyarakat, harta, nyawa, kesusilaan ataupun kegiatan-kegiatan yang 

menimbulkan kerugian lebih besar lainnya.   Tindakan ini meliputi perlindungan, 

pendampingan, pengamanan, dan pengelolaan oleh unit pengatur Samapta lalu lintas, serta 

dukungan dari korps brigade mobil(brimob), samapta bhayangkara dan hubungan 

masyarakat Polri.  Segala upaya ini bertujuan untuk menjamin bahwa aksi demonstrasi yang 

dilakukan oleh mahasiswa terjadi dengan selamat, damai, teratur, sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, serta mencegah kerugian baik moral maupun material. 

 

KESIMPULAN   

1. Salah satu ciri negara demokrasi adalah bebas dalam menyampaikan pendapat. 

Penyampaian pendapat salah satunya dapat dilakukan dengan demonstrasi. Sayangnya, 

dalam pelaksanaan aksi demonstrasi yang sering dilakukan oleh mahasiswa seringkali 

terjadi kekerasan dan berujung pada kerusuhan dan anarkis. Penyebabnya yaitu faktor 

internal dari mahasiswa itu sesndiri, adanya provokasi, aparatur kepolisian yang tidak 

profesional dan kondisi lingkungan pada saat itu. 

2. Tindakan kekerasan yang terjadi di dalam aksi demonstrasi mahasiswa terutama yang 

diambil oleh aparat kepolisian merupakan hal yang melanggar hukum dan hak asasi 

manusia. Tindakan ini juga merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Apabila memang 

terbukti melanggar, dan dilaporkan maka aparat kepolisian akan menghadapi proses 

sidang komisi kode etik polri. 

Saran 

1. Sebaiknya mahasiswa dan aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi tidak melakukan 

tindakan-tindakan kekerasan dan anarkis, agar demonstrasi berjalan dengan damai. 

2. Diharapkan aparat kepolisian tidak melakukan tindakan kekerasan yang melanggar 

hukum dan hak asasi manusia terhadap mahasiswa terutama pada saat aksi demonstrasi. 
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